










• 

Bagian Kedua 

Pencairan 

Pasal 5 

( 1) Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM 

didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah. 

(2) Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung 
dari rekening kas Daerah ke rekening PDAM. 

Pasal 6 

(1 )  PDAM mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah kepada Bupati. 

(2) PDAM mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

a. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap; 

b. berita acara pembayaran, bermaterai cukup; 

c. surat pernyataaa kesanggupan untuk diaudit; 

d. fotokopi surat penetapan pemberian hibah; 

e. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan rincian rencana 

penggunaan belanja penyertaan modal; 

f. surat pernyataan tanggungjawab, bermaterai cukup; 
g. fetekepi surat Keputusan pengangkatan sebagai direktur; dan 

h. fotokopi rekening bank atas nama PDAM. 
(3) Format persyaratan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, 

Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 

DIVIDEN 

Pasal 7 

( 1 )  PDAM memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 

bentuk dividen; 

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  diberikan apabila 

pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sudah 

mencapai 80% (delapan puluh persen); 

(3) Jumlah Dividen yang disetorkan PDAM kepada Pemerintah Daerah 
dihitung dari laba perusahaan setelah potong pajak yang besarannya 

ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BABV 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

PDAM sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun 

berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. 
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BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

( 1 )  Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PDAM sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
meliputi monitoring, evaluasi dan pengenclalian. 

• 

BAB VI 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 10 

( 1 )  PDAM tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
maka diberikan sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; dan 

b. teguran tertulis. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  merupakan 
dasar pertimbangan pencairan dana dan penambahan penyertaan modal 
selanjutnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal 7 Juni  2 0 1 8  
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TELAH Dlft�ft.lK5A 

SEK A BUPATI LUWU TIMUR, 

ASISTEN � � 

KABAN O 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur. 

KABID M 

I K A S I  1'3.1' G I  K.ASU810 
-- --- ... --- --------�"'flt--- 

• 

Diundangkan di Malili 

padatanggal 7 Juni  2 0 1 8  

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

BAHRI SULI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1 1  
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK 

Saya yang berta.nda tangan dibawah ini : 

Nama 

NomorKTP 

Alamat KTP 

Jabatan 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

Dalam rangka pemberian Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah 

Ka bu paten Luwu Timur, dengan ini saya menyatakan bahwa akan 

bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan. 

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya 

tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Malili, . 

Yang membuat Pemyataan 

Meterai Ttd 
Rp6000,- 

( ) 

Nama Penerima 
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SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Berkenaan penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD Kabupaten Luwu Timur 

untuk kegiatan Sebesar 

Rp (Terbilang) 

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk diaudit oleh aparat pengawasan 

fungsional pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, 

berkenaan penerimaan penyertaan Modal yang kami terima. 

Malili, 20 . 

Mengetahui, Yang 
Menyatakan, 
Kepala SKPD 

• 

NAMA . .  

NIP . 

*) Coret yang tidak perlu 

STE � i-.:.� y-,· Oir-lASI 

ADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DMRAP 
UIUPATEll LUWU TIIIUlt 
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ASISTEN 

"°"" "'""" - "'-, 
KABAH f� j �  . 
KABID • J � .  ,..._ 
{ /':. _. 
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Meterai Ttd 
Rp6000,- 

{Nama Lengkap) 

BUPATI LUWU TIMUR, 


